BABII

GUGATAN KELOMPOK
DALAM KAJIAN SIYASAH SYAR’IYYAH

A. Gugatan Kelompok (Cl/ass action)
1. Pengertian Gugatan Kelompok (Class action)

Sesuai dengan sifat sistem hukum yang konsisten, hukum harus
mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul melalui sistem hukum
pula. Dan dalam rangka penegakkan hukum, hukum harus mampu
menyediakan sarana yang cukup memadai bagi pihak yang merasa dirugikan
akibat adanya pelanggaran hak dan atau kewajiban oleh pihak lain. ! Dalam
konteks ini, menyoal gugatan secara class action menjadi penting untuk
dikaji dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat.

Class action pada mulanya hanya dikenal di negara-negara yang
menganut sistem hukum anglo-saxon atau common law system, seperti
Inggris dan Amerika Serikat. Untuk pertama kali gugatan c/ass action diatur
dalam Supreme Court Judicature Act pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian,
Konsep tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat dan dituangkan dalam united

state federal of civil procedure pada tahun 1938. Pada tahun 1966 dinyatakan

! E.Sundari, Pengajuan Gugatan Secara Class Action, (Yogjakarta: Universitas Atma Jaya,
2002), 1.
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secara eksplisit dalam Pasal 23 dari US Federal Rule of Civil Procedure
tersebut, khususnya yang mengatur tentang prosedur gugatan c/ass action.

Istilah gugatan class action, selanjutnya disebut gugatan CA, mulai
dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia sejak diundangkannya UU
No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kechutanan dan lebih lanjut tujuan serta
bagaimana mekanisme gugatan CA tersebut belum banyak dipahami dan
dimengerti dengan benar oleh kalangan hukum (para praktisi hukum,
akademi shukum, termasuk para mahasiswa hukum) apalagi oleh masyarakat
luas di Indonesia.

Kebutuhan akan prosedur class action semakin penting meskipun
belum lama dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia. Ini terutama dalam
pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidak jarang terjadi ekses yang besar
untuk terjadinya kerugian massal dan kerusakkan para perikehidupan pokok
masyarakat. Misalnya pembuang limbah pabrik yang mencemari lingkungan
hidup atau penebangan hutan secara besar-besaran akan mengakibatkan
bencana alam atau kerusakan lingkungan yang pada akhirnya membawa
kerugian pada masyarakat luas. Termasuk pelemparan produk barang dan
jasa yang semakin agresif dengan berbagai cara yang pada tataran tertentu

dapat merugikan konsumen, dan lain sebagainya.
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Menurut catatan /ndonesian Center for Enviromental Law, dalam dua
tahun terakhir ini saja tidak kurang dari lima puluh gugatan dengan prosedur
class action yang diajukan ke Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, bahkan
tercatat ada satu gugatan c/ass action yang telah pula diterima dan diperiksa
dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara. Substansi gugatan yang diajukan
beranecka ragam dan tidak hanya terbatas pada persoalan lingkungan,
konsumen, kehutanan yang memang secara normatif sudah mengatur
pendayagunaan prosedur gugatan secara class action, bahkan untuk
mengontrol DPR dan menanggulangi kasus korupsi banyak yang mulai
melirik penggunaan prosedur c/ass action.

2. Asas-Asas Siyasah Syar’iyyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu
pemerintahan dan Negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya
masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar.? oleh karena itu
secara umum tugas pokok pemerintahan (lembaga peradilan), adalah
menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat,

tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

2 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik, (Surabaya: Pustaka Setia,
2008), 121.
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Adapun asas-asas dalam Islam ialah:
1. Asas Legalitas

Bahwa setiap tindakan administrasi Negara harus memiliki dasar
hukum (ada peraturan tertulis yang melandasinya). Terlebih untuk
Negara hukum (Indonesia), sehingga asas legalitas merupakan hal yang
paling utama dalam setiap tindakan pemerintahan.

Legalitas yang diterapkan sangat bergantung pada rezim yang
sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum sangat bergantung pada
nash-nash atau pasal-pasal yan tertuang dalam berbagai peraturan dan
perundang-undangan.’

2. Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas- asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu
bagian yang pokok bagi pelaksaﬁaan hukum tata pemerintahan atau
administrasi negara dan merupakan suatu bagian yang penting sekali bagi
perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Pemerintahan yang baik
dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan pada:

a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
b. Perencanaan dalam pembangunan
¢. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh

pemerintah

3 Abdul Munir Mulkan, Runtuhnya Mitos Politik Santri:Strategi Kebudayaan dalam Islam,
(Yogjakarta:sipress,1994), 54.
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d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat

e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan,
penelitian, dan penganalisisan

f. Keadilan tata usaha atau administrasi negara

g. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para
aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan rumusan
kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada
khususnya. Suyuti Pulungan, menyebutkan dasar dari Al-Quran yang
dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan dan
kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga
negara dalam siyasah, di antaranya adalah sebagai berikut:’

1. Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT
Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak,
hanya ditujukan kepada Allah semata-mata dan semua umatnya wajib
mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan
ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan ketaatan
kepada Ulil Amri di antara orang-orang yang beriman,selama Ulil
Amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

Diterangkan dalam surat An Nisa' ayat 59:

4 Syaukani, Ofonomi Daerah, (Bandung: Gramedia, 2003), 28-29.
3 Suyuti Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 5-8.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika

kamu  berlainan  Pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dsn Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya®

2. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat
mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus
dilaksanakan oleh mereka semua diternagkan dalam surat An Nisa' ayat
58:

A Of 8 L o8 i Gl cuu 83 Bf 15l d Gy
g A A P
() Vet Vaal OIS AN Of 4 (Sanj L A Of JOSL

R

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menysmpaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menctapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat’

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita

sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita

® Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Te erjemahinya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993),
128.
7 Ibid,
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sosial dengan bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma

sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum

produk penguasa. Setiap keberadaan hukum yidak lepas dari tujuan dan

subyek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya

meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu.

Oleh karena itulah, manusia mengahrapkan hal-hal di bawah ini:

a.

b.

Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain.

Tegaknya keadilan, yang berslah harus mendapat hukuman yang
setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang
baik dan benar.

Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, hukum tidak pilih bulu
atau memilih-milih dan memilah-milah dengan alasan berbeda bulu
Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya
hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya
kemanan lingkungan (siskamling).

Kebebasan berekspresi berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi
batas-batas hukum dan norma sosial.

Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa

depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.
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3. Prinsip Persamaan (Musawah)
Semua negara persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa
memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam surat Al Hujurat

ayat 10 Allabh SWT berfirman:
O 0 oI all 128 oSl o I,,.x.,{, ) oA L

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu
itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat

rahmat.”®

4. Prinsip Musyawarah
Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para
penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari diaksanakannya
sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap
mengklaim kebenaran sendiri, dalam Al Quran surat As Syura ayat 38

Allah Swt berfirman :
u,ul A3, Uy 51 ) el alal 1 il ﬁ,) | yronZal UJ.U\J
Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mercka

8 Ibid, 846.
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menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada
mereka.”

Dengan musyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda
diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal hanya strategi untuk
mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musayawarah bukan hendak
menyiakan perbedaan pendapat dan kepentingan, sebaliknya menjadikan

perbedaan tersebut secbagai dinamika dan energi yang besar untuk

mencapai presepsi dan tujuan yang disamakan.

B. Siyasah Syar’iyyah
1. Pengertian Siyasah Syar’iyyah

Perbedaan cara pandang antara barat dan Islam memang tidak bisa
dihindarkan, ini mencakup segala lini kehidupan, wilayah perpolitikanpun
tidak terlepas dari jurang perbedaan yang menganga. Jika perpolitikan barat
lebih merujuk kepada perpolitikan yang berorientasi pada dunia dan
menyatakan diri lepas dari agama (agama hanya hidup dalam lingkungan
personal, individual, dan tidak boleh dibawa keruang publik apalagi sampai
mengurus masyarakat) maka perpolitikan Islam adalah perpolitikan yang
berorientasi pada ketuhanan atau siyasah syar’iyyah, dalam Islam agama

mengatur segala aspek kehidupan manusia, oleh karena itu merupakan suatu

% Ibid, 789.
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pemikiran yang dangkal jika membatasi agama hanya pada ruang individual
dan ini tentu menjauhkan semangat keuniversalan Islam.

Kata siyvasah dalam bahasa Arab sering disepadankan dengan kata
politic dalam bahasa Inggris. Para ahli ilmu politik menelusuri kata politics
dalam bahasa Inggris dari tiga kata Yunani; politikos, yang artinya hal
menyangkut kewarganegaraan; polifes, yang artinya seorang warga negara;,
polis, yang artinya kota atau negara; atau politcia yang artinya kewargaan'®,
Jadi secara bahasa, politik adalah sesuatu yang berkenaan dengan hal
kenegaraan, kewargaan atau kewarganegaraan baik dalam tataran pemikiran
ataupun dalam praktek prilaku manusia yang berkaitan dengannya.

Kalau dikaji lebih jauh, memang antara s/yasak dan politik
mempunyai dasar filosofi kebahasaan yang jauh berbeda. Hal ini tentu saja
mempengaruhi kepada cakupan makna peristilahannya. Hanya saja ada salah
satu makna universal yang mempertemukan keduanya, yaitu usaha-usaha
atau kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatau tujuan atau menciptakan
kemaslahatan bersama.

Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat

lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun

1 orens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), 857.
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tindakan itu tidak ada ketetapannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu
yang diturunkan.'’

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas
mengandung beberap pengertian. Perfama, bahwa tindakan atau kebijakan
siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah
itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah
orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan
yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa
pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada
kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu
memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.
Ketiga, siyasah itu dalam wilayah jjtihady. Yaitu dalam urusan-urusan publik
yang tidak ada dalil qath'y dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam
wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka
dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan masalahat
mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah syar’jyyah adalah
keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia
di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya
meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah

secara eksplisit. Sebagaimana ditegaskan Ibnul Qayyim. Sesungguhnya Allah

" Tbnul Qayyim al-Jauziyah, a/-Turig al-Hukmiyyah £ Siyasat al-Syariyyah (Damaskus:
Matba'ah Dar al-Bayan, 2005), 26.
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SWT. mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar
manusia menegakan keadilan. yaitu keadilan yang dengannya tegak langit
dan bumi. Apabila nampak tanda-tanda keadilan dan bersinar wajahnya
dengan metode apapun keberadaannya, maka dia itulah syariat dan agama
Allah.

Allah SWT Maha mengetahui, Maha bijaksana dan Maha adil dari
mengkhususkan cara-cara menetapkan indikasi dan tanda-tanda keadilan
dengan sesuatu, kemudian menafikan apa-apa yang lebih nampak dan lebih
kuat dilalahnya, serta lebih jelas indikasinya dari yang telah ditetapkan,
kemudian tidak menjadikannya sebagai bagian dari caranya serta tidak
menetapkan hukum dengan keberadaanya. Justru Allah SWT telah
menjelaskan cara-cara (metode) dengan apa yang disyariatkannya, bahwa
tujuannya adalah menegakkan keadilan di antara hamba-hamba-Nya dan
menegakan manusia dengan keadilan.

Dengan cara apapun yang dapat melahirkan keadilan, maka dia itu
bagian dari agama, bukan bertentangan dengannya. Maka tidak dapat
dikatakan bahwa siyasah yang adil bertentangan dengan apa yang dikatakan
syariat. Justru dia itu bersesuaian dengan yang dibawa syariat. Bahkan
menjadi satu bagian dari bagian-bagiannya. Dan kami menamakannya

siyasah hanya karena mengikuti peristilahan mereka. Padahal bakikatnya
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adalah keadilan Allah dan Rasul-Nya yang muncul dengan tanda-tanda dan
indikasi-indikasi tersebut.'

Salah satu sosiolog muslim, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa
keberadaan siyasah merupakan keniscayaan dari tabiat manusia yang
cenderung ingin hidup bermasyarakat. Tetapi ketika manusia bermasyarakat,
sifat rakus, egois dan fanatisme kelompok yang merupakan sisi lain dari
tabiat manusia mendorong mereka untuk memenuhi kepentingan sendiri
dengan memperlakukan pihak lain secara zalim. Munculah kebencian dan
permusuhan hingga peperangan di antara mereka. Untuk mengendalikan itu
semua agar kehidupan masyarakat tetap dalam harmoni dan kebaikan
diperlukan suatu aturan, ganun, yang disepakati bersama. Qanun itu tentu
saja ditetapkan oleh penguasa atau pemimpin yang dapat memaksa
| masyarakat untuk tunduk kepadanya. Kemudian Ibnu Khaldun mengatakan,:

Apabila keberadaan qunun-qanun ini ditetapkan (sumbernya) dari para
cendekiawan, pembesar negara, dan para ahli bashirah maka itulah Siyasah
aklivah. Dan apabila keberadaannya ditetapkan berdasarkan (sumber) dari
Allah dengan suatu syariat yang ditetapkannya maka itulah Siyasah diniyah
yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Hal itu dikarenakan tujuan hidup
manusia itu bukan hanya di dunia semata. Karena sesungguhnya semua yang
didunia itu akan sia-sia dan sirna, sebab akhirnya itu kematian dan
kemusnahan, dan Allah telah berfirman, "apakah kamu semua mengira
bahwa Kami ciptakan kalian dengan sia-sia?". Maka yang dituju oleh
manusia tiada lain adalah agama yang membawa mercka kepada
kebahagiaan di akhirat, "itulah jalan Allah yang kepunyaan-Nyalah segala
yang di langit dan di bumi". Maka datanglah syariat membawa manusia
kepadanya pada seluruh keadaan mereka, baik itu dalam bidang ibadah
maupun muamalah, sampai masalah kenegaraan sekalipun yang merupakan

2 1bid, 27.
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tabiat dari kehidupan masyarakat manusia, berjalan di atas manhaj agama
agar segalanya tercakup dalam pandangan syari'"”

Dari pemaparanya di atas, Ibnu Khaldun membedakan antara siyasah
‘aglivah yang hanya bersumber kepada teori-teori akal manusia dengan
siyasah diniyah yang bersumber dari wahyu Allah atau syariat. Dengan
berpijak kepada perbedaan siyasah yang dijadikan acuan dalam mengatur
kekuasaan ini pula Ibnu Khaldun membedakan tipe pemerintahan atau
kekuasaan. Pertama, kekuasaan yang menggiring semua manusia kepada
tujuan syahwat dunia semata, itulah mulku at-tahaba’i. Kedua, kekuasaan
yang menggiring manusia untuk mencapai kemaslahatan, menciptakan
kemanfaatan dan menolak kerusakan duniawi dengan mengacu kepada teori-
teori akliyah semata, itulah kekuasaan a/-siyasy. Dan ketiga, kekuasaan yang
mengarahkan manusia mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup dunia
dan akhirat dengan mengacu kepada tuntunan syariat agama, itulah
kekuasaan khilafah yang melanjutkan misi para nabi.

Kekuasaan yang berdasarkan syariat itulah, kata Ibnu Khaldun, yang
wajib ditegakan oleh manusia, sebab tidak ada kemaslahatan dunia yang
tidak mengacu kepada kemaslahatan akhirat dan tidak ada yang lebih tahu
tentang kemaslahatan hidup manusia dalam urusan dunia dan akhiratnya

melainkan Allah SWT sebagai Pencipta dan pembuat syariat.

13 Abdurahman bin Khaldun, Mugaddimah, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), 97.
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Dari berbagai uraian para ahli di atas, dapatlah kita terima definisi
siyasah syar’iyyah yang lebih gamblang yang dikemukakan oleh Abdurahman
Abdul Aziz al-Qasim, beliau mengatakan:

Siyasah Syar’iyyah adalah setiap kebijakani dari penguasa yang
tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakan hukum Allah,
atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan
apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara
eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit)."*

Jadi esensi dari siyasah syar’iyyah adalah kebijakan penguasa yang
dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu
syariat. Rambu-rambu syariat dalam Siyasah adalah: (1) dalil-dalil &u/ly, dari
Al-Qur'an maupun Al-Hadits; (2) magqashid syari'ah; (3) semangat ajaran
Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyyah fighiyyah.

2. Siyasah Syar’iyyah dan Falsafah

Mengacu kepada pengertian siyvasah syar’iyyah sebagai tindakan-
tindakan politis yang bertujuan menciptakan kemaslahatan, kemanfaatan dan
keadilan, menolak kerusakan dan kedzaliman dalam kehidupan masyarakat
manusia yang selaras dengan nilai-nilai syariat, maka tidak dapat dihindarkan
adanya kebutuhan pemikiran falsafah dalam perumusan siyasah syar’iyyah,

karena teori dan tindakan siyasah syar’iyyah bukan bersumber dari dalil

14 Abdurahman Abdul Aziz al-Qasim, al-Is/im wa Taqninil Abksm, (Riyadh: Jamiah Riyadh,
177), 83.
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eksplisit Al-Qur'an dan hadits Nabi, melainkan dari penalaran logis terhadap
prinsip-prinsip dan spirit syariah.

Sementara itu jauh sebelum Sahrastany dan Ibnu Rusyd, al-Faraby
telah menulis As Siyasah al-Madaniyah, yang menguraikan masyarakat ideal
dalam tinjauan falsafahnya. Pada bab yang keenam dari bukunya, al-Faraby
menguraikan bahwa syarat terpenting terwujudnya negara atau masyarakat
-utama adalah adanya seornag pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal
adalah pemimpin yang mampu membimbing dan mengajar rakyatnya kepada
kebaikan dan kebahagiaan. Pemimpin ideal tidak membutuhkan lagi kepada
bimbingan orang lain karena kesempurnaan dan kematangan akalnya telah
mengantarkan ia menjadi seorang yang memiliki kekuatan ‘akal £/
kemudian meningkat menjadi ‘aka/ mustafad.

Ketika seorang pemimpin telah mecapai 'aka/ mustafad maka ia
mampu berkomunkasi dan berinteraksi dengan ‘aka/ fa'al. Dari ‘akal fa'al
inilah ilmu memancar kepada ‘aka/ munfa’il melalui perantaraan wahyu.
Pemimpin yang seperti itu akan mampu membuat segala peraturan dan
kebijakan yang memberi kebaikan dan kebahagian bagi rakyatnya. Apabila
pemimpin berikutnya tidak mencapai derajat aka/ mustafad, maka mereka
dapat melanjutkan kepemimpinan berdasarkan syariat dari pendahulunya.
Suatu masyarakat yang dipimpin oleh tipe pemimpin yang telah mencapai

derajat seperti itu akan menjadi masyarakat yang utama yang terbaik dan
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berbahagia (An-Nas al-fadilun wa al-akliyar wa as-su‘ada). Jika masyarakat
seperti itu berkumpul pada satu tempat atau kawasan yang sama membentuk
kota/negara, maka kota tersebut menjadi kota yang utama atau al-madinah
al-fadilah."

Jadi dalam pandangan Al-Faraby, masyarakat ideal hanya akan
tercapai manakala pemimpinnya mencapai ilmu dan derajat yang tinggi yang
mampu memimpin dengan bijaksana dan adil sehingga terwujud
kemaslahatan, kebaikan dan kebahagiaan. Dan kemampuan yang tinggi dari
pemimpin yang telah mencapai akal mustafad itu bukan memperoleh ilmu
dari hasil bimbingan dan pengajaran orang lain, tetapi dari pancaran ilmu
‘akal al- fa'al dan akal fa'al itu memperoleh dari akal al-awwal Dalam istilah
al-Faraby, 'Akal al-awwal itu tiada lain adalah Dzat Allah SWT., sedang aka/
fa'al adalah Ruh al-Amin atau Ruh al-Qudus yaitu Malaikat pembawa
wahyu. Maka dapat dikatakan bahwa siyasah yang dijalankan dalam madinah
al-fadilah adalah siyah para Nabi atau siyasah para Filosof. Jika siyasah itu
mengacu kepada wahyu atau syariat yang dibawa para Nabi maka dinamakan
siyasah syar’iyyabh.

3. Objek dan Metode Siyasah Syar’iyyah
Dengan siyasah syar’iyyah, pemimpin mempunyai kewenangan

menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan

15 Abu Nash al-Faraby, As-Siyasah al-Madaniyah (Beirut: Dar Maktabah al-Hilal, 1994), 99-
100.
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umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan.

Secara terperinci Imam al-Mawardy,'® menyebutkan di antara yang termasuk

ke dalam Ahkam as-Sultaniyyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan

siyasah syar’iyyah sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

a. 'Aqd al-Imamah atau kaharusan dan tatacara kepemimpinan dalam Islam
yang mengacu kepada syura

b. Taglid al-Wizarah atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung
dua pola. Yaitu wizarah tafwidhiyah dan wizarah tanfidziyah.

c. Taglid al-imarah ‘ala al-bilad, pengangkatan pejabat negara seperti
gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.

d. Taqlid al-imarat ‘ala al-jihad, mengangkat para pejabat militer, panglima
perang dan sebagainya.

e. Wilayah 'ala hurubi al-mashalih, yaitu kewenangan untuk memerangi
para pemberontak atau ah/ ar-riddah .

f. Wilayah al-qada, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin
pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.

g. Wilayah al-madhalim, kewenangan memutuskan persengketaan di antara
rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.

h. Wilayah an-niqabah, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan

mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.

16 al-Mawardy, al-Abkam as-Sultaniyyah, (Maktabah Syamilah, Darul Warrag, tt), 100.
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Wilayah ‘ala imama as-shalawat, kewenangan mc;ngxé\&;;‘ﬁhalat baik
secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.

Wilayah ‘ala al-hajj, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan
penyelenggaraan  keberangkatan haji dan dalam  memimpin
pelaksanaannya.

Wilayah ‘ala as-shadagat, kewenangan mengelola pelakasanaan zakat,
infag dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan ‘amilin,
pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.

Wilayah ‘ala al-fai wa al-ganimah, kewenangan pengelolaan dan
pendistribusian rampasan perang.

Wilayah 'ala wad'i al-jizyah wa al-kharaj, kewenangan menentapkan
pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang
komoditi.

Fima takhtalifu ahkamuhu min al-bilad, kewenangan menetapkan setatus
suatu wilayah dari kekuasaannya.

Ihya al-mawat wa ikhraj al-miyah, kewenangan memberikan izin dalam
pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
Wilayah Fi al-hima wa al-arfag, kewenangan mengatur dan menentukan
batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi

alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
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q. Wilayah Fi ahkam al-igta’, kewenangan memberikan satu bidang tanah
atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.

1. Wilayah fi wad'’i diwan, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat
dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para
petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para karyawan.

s. Wilayah fi ahkam al-jaraim, kewenangan dalam menetapkan hukuman
hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiyatan, tindakan pelanggaran dan
kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan
dan pembunuhan.

t. Wilayah fi ahkam al-hisbah, kewenangan dalam menetapkan lembaga

pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa
masalah yang masuk dalam kewenangan siyasah syar’iyyah Beliau
mendasarkan teori siyasah syar’iyyah kepada surat An Nisa ayat 58 dan 59.
Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan
masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara
pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para
pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban ra'yat terhadap pemimpinnya.
Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (an-Nisa’: 58), kewajiban dan

kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum
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yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama
merak taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An-Nisa‘ yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi
pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-
orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang
dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan
uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala
perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang sivasah syar’iyyah dalam bidang penegakan hukum yang adil
memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk
pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksalanakan hukuman hudud
dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan,
penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebaginya serta
melaksanakan ~ musyawarah dalam  perkara-perkara yang  harus
dimusyawarahkan.'”

Sementara itu, Ibnul Qayyim memperluas pembahasan siyasah
syar’iyyah dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya
secara langsung dari Al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan
panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum

acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang

17 Syekhul Islam Tonu Taimiyah, As Sivasah as Syariyah fi islahir ra% war rafiyab, tahqiq
Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al-Muayyad, 1993), 250.
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merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan siyasah
syar’iyyah. Di antaranya adalah tentang penetapan hukum yang
pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim),
amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan garain (indikasi-indikasi
yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan
hukum berdasarkan a/-quran atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir,
saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mahu mengakui perbuatannya, dan
sebagainya.18

Di antara argumen yang mendasari adanya kebijan politik syariat
adalah apa yang telah dikemukankan di muka bahwa inti dari syariat Islam
adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia
dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam Al-
Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan
maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan
dengan syariat."”

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum
yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan
sebagai kebijakan siyasah dalam bidang hukum. di antara contoh-contoh

tersebut adalah:

® Tonul Qayyim al-Jauziyah, al-Thurug al-hukmiyah fi siydsat al-syariyah, (Damaskus:
Matba'ah Dar al-Bayan, 2005), 26.
19 bid, 27.



41

Pertama, tindakan Utsman membakar catatan-catatn wahyu yang
dimiliki para shahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf
Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks Al-Qur'an
maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan
umat dan persetujuan sebagian besar dari shahabat yang lain menunjukan
keabsahan keputusan tersebut.

Kedua keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk
menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa.
Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar.

Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong
tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat
kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga
dalam satu majlis.

Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para
pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat
dan menjalankan kewajiabn shalat

Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutif oleh A.Djazuli, merangkum
objek atau wilayah cakupan siyasah syar’iyyah itu ke pada delapan bidang,
yaitu: (1) sivasah dusturiyah syar’iyyah; (2) siyasah tasyriiyah syar’iyyal,
(3) siyasah qadhaiyah syar’iyyals, (8) sivasah maliyah syar’iyyal; (5) siyasah

idariyah syar’iyyah; (6) siyasah dawlivah, () sivasah tanfiziyah syar’iyyakh,
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(8) siyasah harbiyah syar’iyyah®® Sedangkan dalam kurikulum Fakultas
Syariah cakupan kajian Figih Siyasah diringkas menjadi empat bidang yaitu
Figh Dustury, Figh Maly, Figh Dawly, dan Figh Harby?'

Adapun pendekatan kajian dan penerapan siyasah syar’iyyah
menggunakan metode Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, Sadd ad-Dzari ah dan
Fath ad-Dzari'ah, Al-'Adah, al-Istihsan, dan kaidah-kaidah kulliyah fighiyah.

. Qaidah Fighiyah Dalam Siyasah Syar’iyyah

Di bawah ini penulis akan mengemukakan beberapa contoh dari

kaidah fighiyah yang ada kaitannya dengan masalah Siyasah .

a) Kaidah pertama
ol Gt e e FRY 20 01 et O

Sesungguhnya kehidupan masyarakat manusia meniscayakan adanya
Siyasah yang menata urusannya’

Kaidah ini merupakan doktrin ajaran Islam dalam bidang siyasah
bahwa kemaslahatan hidup bermasyarakat menuntut adanya kepemimpinan
politik untuk menegakkan hukum yang dengan hukum kaum lemah
dilindungi dan orang kuat dicegah dari tindakan sewenang-wenang. Oleh
sebab itu kaum para ulama Islam menyepakati wajibnya ada pemimpin.
Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai dasar kewajiban itu bersifat

syar'i atau bersifat akli. Jumhurul ulama berpendapat bahwa kewajiban

2 A Djazuli, Figh Siyasah, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2603), 30.

2 g
Ibid, 31.
2 Tonul Azraq, Badai'v al-salik fi thabai'ilmalik, (Maktabah Syamilah: www.alwarraq), 3.
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adanya pemimpin adalah bersifat syar'i dan akli sekaligus. Adapun dalil
syarinya adalah perintah Al-Qur'an yang menyatakan, "Wahai orang
beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan (taatlah) kepada para
pemimpin di antara Kkalian..." (An-Nisa‘: 49). Ayat ini menegaskan
kewajiban taat kepada pemimpin, sedang ketaatan kepada pemimpin tidaklah
akan terjadi tanpa keberadaan pemimpin itu sendiri. Maka dari sini muncul
kaidah, "Ma I7 yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib", apa yang tidak
dapat sempurna terlaksananya suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka
sesuatu itupun menjadi wajib. Atau dengan kata yang lain, perintah pada
sesuatu menjadi perintah atau perantaraannya.

Kekuasaan dan politik adalah sarana demi tegaknya hukum dan
keadilan. Sementara kgwajiban tegaknya hukum dan keadilan telah disepakti
perintahny;a dalam Al-Qur'an dan Sunnah
b) Kaidah kedua.

elall, Bh el o poy D0
Kebijakan pemimpin terhadap rakyat berdasarkan kemaslahatan

Kaidah ini memberi pijakan kepada pemimpin bahwa kebijakan
pemimpin haruslah berdasarkan kemaslahatan. Maka pemimpin diberi
kewenangan dalam mendistribusikan kewenangan dan kekayaan negara yang

berupa jabatan, pengganjian pegawai, memberi jaminan sosial bagi
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rakyatnya, dan sebagainya. Semuanyaharus berdasarkan kemaslahatan umat.
Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw.

Imam Ibnu Taimiyah®® membuat teori kemaslahatan dalam politik
syariat dengan mengacu kepada dua ayat dalam surat An-Nisa’, yaitu ayat ke

58 dan 59 dimana Allah berfirman,

By a1 480 of o £ A 13 G ) s 8 of Sty
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat.
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya**

Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar menunaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu memutuskan
hukum di antara manusia hendaklah memutuskan hukum dengan cara yang

adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat dengan keduannya.

2 Yonu Taimiyah, As-Sivasah As-Syariyyah £i Islaihi ar-Rdi wa ar-Ralyyah, (Riyad:
Maktabah al-Muayyad, 1993), 6-7.

% Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnys, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993),
128.
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Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang
beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan
kepada para pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih faham pada
suatau urusan maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya jika
kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Yang demikian itu
lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. (An Nis&: 58-59)

Kedua ayat di atas menjadi prinsip teori siyasah syar‘iyyah dalam
Islam. Ayat 58 menegaskan pemimpin wajib menunaikan amanah dan
berlaku adil dalam hukum. amanah berarti tidak mensia-siakan kepercayaan
rakyat dan tidak mengkhianati mereka dengan berlaku curang terhadap harta
dan kehormatan mereka serta berlaku jujur dalam memimpin, tidak berdusta
dan mengingkari janji kepada rakyat yang dipimpinya. Berlaku adil dalam
hukum berarti tidak zalim dan tidak berat sebelah atau pandang bulu dan
pilih kasih. dalam menetapkan hukum kepada rakyatnya. Jika pemimpin
sudah menunaikan amanah dan berlaku adil, maka kewajiban rakyat adalah
taat dengan sebaik-baiknya terhadap ulil amri.

Maka atas dasar ayat di atas, ada hubungan timbal balik yang
seimbang antara ketaatan rakayat di satu sisi dengan keadilan dan
kemanahan pemimpin di sisi lain. Oleh sebab itu, kaidah terpenting bagi

kebijakan seorang pemimpin dalam agama adalah menetapkan kebijakan
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tersebut atas dasar kemaslahatan rakyat dan kemaslahatan negaranya bukan
atas kemaslahatan diri sendiri.
c¢) Kaidah ketiga

pladh o e 112 4 5
Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemanfaatan

Kaidah ini sebagai kelanjutan dari kaidah di atas bahwa kebijakan
Siyasah syar‘iyyah dasarnya menegakan kemaslahatan umum. Namun
adakalanya kemaslahatan itu tercampur di dalamnya dengan kerusakan atau
keburukan. Maka siyasah syar‘fyyah melarang mengambil kemanfaatan pada
sesuatu yang didalamnya menimbulkan kemadharatan. Sebab hal itu akan
menghilangkan makna sesungguhnya dari maslahat itu sendiri. Sebab
kemaslahatan itu pada dasarnya tidak adanya kemafsadatan.

Kemudian daripada itu, kemaslahatan itu sendiri dalam tinjauan
syariat Islam ada dua macam. Ada kemaslahatan yang secara jelas dan tegas
disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah schingga setiap muslim wajib
mempercayai dan menerima kemaslahatan tersebut sebagai ketetapan syariat.
Seperti kemaslahatan dalam penetapan hukum qishash sebagai cara Allah
menjaga keselamatan hidup masyarakat banyak. Atau larangan meminum
khamar sebagai kemaslahatan menolak terjadinya permusuhan dan

peperangan akibat khamar (Al-Maidah ayat 90-91).
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Ada juga kemaslahatan yang diketahuinya itu melalui ijma' para
shahabat Rasul seperti kesepakatan mereka menghimpun Al-Qur'an pada satu
mushaf dan kesepakatan mereka untuk memerangi kaum murtad dan
kelompok yang membangkang membayar zakat. Dan adapula kemaslahatan
hasil ijtihad melalui g/yas. Maka kemaslahatan yang berdasarkan 7jfihad dan
giyas harus memperhatikan kaidah ini, yaitu jika kemaslahatan itu
mengandung kerusakan maka menolak kerusakan harus lebih didahulukan
daripada mengambil manfaat.

d) Kaidah keempat
o8y aerdny IS ol g sl ks oS0 s

Perubahan hukum-hukum karena adanya perubahan zaman, tempat,
keadaan, kebiasaan dan niat.

Dengan kaidah ini penguasa dapat meninjau kembali keputusan dan
kebijakannya jika dinilai dan diraskana bahwa telah terjadi perubahan situasi
dna kondisi yang menyebabkan kebijakan hukum sebelumnya sudah tidak

relevan lagi

e¢) Kaidah kelima

27 7 7 7

PPN 1 oo, o337 0f., o 20" LBzl
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Jika terjadi pertentangan dua kerusakan maka dijaga/dihindari kerusakan
yang terbesar dengan mengambil kerusakn yang paling ringan.
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Dengan kaidah ini memberi solusi apabila dihadapkan kepada situasi
harus memilih dimana dua pilihan itu semuanya buruk. Maka dengan
mengambil pilihan pada kebijakan yang lebih ringan madharatnya demi
menghindari madharat yang lebih besar.

C. Kajian Siyasah Syar’jyyah dalam Gugatan Kelompok

Keikutcampuran agama untuk mengambil peranan dalam menyelesaikan
seluruh persoalan kehidupan termasuk dalam wilayah politik bukanlah suatu
kesombongan (seperti yang disangka banyak orang) tetapi merupakan suatu
bukti bahwa agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang sempurna,
mampu merespon perubahan dan menunjukkan kedinamis-annya untuk
diterapkan dalam realita kehidupan masyarakat (inilah realita yang pernah
dipraktekkan Rasulullah).

Sebaliknya agama yang mencoba menjauhkan diri dari persoalan hidup
umat manusia membuktikan bahwa agama tersebut adalah agama yang beku dan
cacat. Walaupun sistem perpolitikan tidak diterangkan secara jelas dalam al-
Qur’an namun wajah perjalanan Rasulullah dalam mengatur Negara dan
bermasyarakat serta praktek kepemimpinan sahabat setelahnya seperti
penckanan pada keadilan, syura, perlidungan dan menghindari kezaliman,
penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan sudah cukup untuk menunjukkan

sebuah model kepemimpinan dalam islam.
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Masa kepemimpinan Rasulullah, penegakan keadilan yang di lakukan
sebagai bukti kongkrit kesamaan hak kepada semua lapisan masyarakat guna
perlidungan dan menghindari kezaliman.

Adapun kenyataan pahit dari perebutan kekuasaan pada masa kekhalifan,
itu tidak terlepas dari sikap ekstrim dan kekeliruan memahami kekuasaan, Syiah
misalnya yang menjadikan perpolitikan sebagai rukun agama, khalifah ditunjuk
berdasarkan nash, jika nash tidak mengisyaratkan “siapa yang menjadi khalifah”
maka dia ditolak.

Sedangkan Khawarij terlalu ekstrim-idealis, sehingga menganggap
seorang pemimpin harus ma’sum, bebas dari dosa. Oleh karena itu pembunuhan
terhadap Ali dan Muawiyah tidak terlepas dari anggapan bahwa mereka adalah
orang yang berdosa karena bertahkim.

Sikap berpolitik yang indah terlihat diawal pengangkatan Abu Bakar
sebagai khalifah, dimana beliau lebih mengutamakan Umar dan sahabat yang
lainnya untuk menjadi khalifah bahkan Abu Bakar memuji para sahabatnya
bahwa mereka lebih pantas dari dirinya, demikian juga sebaliknya Umar
mengutamakan Abu Bakar dengan mengatakan Umar lebih pantas. Sikap yang
memegang prinsip tanggung jawab, keikhlasan, ketawadhu’an serta tidak tamak
terhadap kekuasaan ini tersirat dalam ucapan Abu Bakar ketika beliau diangkat
menjadi khalifah dengan mengatakan: “saya terpilih bukan karena saya adalah

yang terbaik diantara kalian”.



50

Sayyidina Umarpun tidak kalah menampilkan cara berpolitik ataupun
berkuasa yang benar, contohnya beliau pernah berdebat selama tiga hari tiga
malam bersama sahabat untuk menyelesaikan suatu persoalan, padahal Umar
berkesempatan untuk mengambil keputusan meskipun tanpa berdebat karena
beliau adalah pemegang kekuasaan, namun apa yang dilakukan oleh Umar adalah
untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan itu dibangun atas kebersamaan dan
memegang prinsip musyawarah. Dan seakan-akan ingin mengajarkan bahwa
hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin adalah erat, saling memerlukan.

Praktek rasa keperdulian terhadap yang dipimpin rakyat, dan penunaian
hak-hak rakyat secara adil dan sikap amanah ditampilkan oleh Umar ibnu Abdul
Aziz yang mencoba menginvestigasi, melihat langsung keadaan masyarakatnya
dilapangan. Sikap ini juga sekaligus mengajarkan suatu model kepemimpin
dalam [slam, yaitu pemimpin yang berkhidmat/melayani bukan untuk dilayani.
Jika disimak secara seksama, gaya kepemimpinan dan model perpolitikan yang
mereka tampilkan tidak terlepas dari kepribadian mereka sebagai “seorang
pemimpin yang berbasiskan ilmu dan adanya sebuah kesadaran penyatuan dua
unsur yaitu orientasi keduniaan dan orientasi akhirat”. Oleh karena itu -menurut
Ibnu Khaldun- syarat-syarat kepemimpinan salah satunya adalah berilmu. Imam
al-Ghazali sampai-sampai mengarang kitab nasihatul muluk, ini barangkali untuk

mengingatkan bahwa seorang penguasa harus dibentengi nasehat ataupun ilmu.
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Bahkan Harun al-Rasyid pernah meminta Abu Yusuf untuk menulis
nasehat untuknya, yang dikenal dengan kitab al-Kharaj.

Perpolitikan atau kepemimpinan di alam melayupun yang berdasarkan
ilmu pernah ditekan oleh Raja Ali Haji, ini dapat dilihat dari pesan beliau kepada
Yang Dipertuan Muda IX Raja Abdullah, saudara sepupunya “Jangan engkau
semua tiada mendengar nasehat ulama dan syuhada’ ...”. Bahkan beliau
menckankan agar para Raja bersahabat dengan Ilmuan.

Adapun model perpolitikan yang menampilkan perebutan kekuasaan,
ketamakan, kezaliman, permusuhan, kekerasan, ketidakadilan, mengambil hak
rakyat, dan kepemimpin yang tidak berdasarkan ilmu atau jahil sangat
bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dan perpolitikan Nabi

Muhammad SAW.



